DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.7/14 /DPRD/X/2024
TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

W Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

" Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

4 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah telah disampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 disertai dokumen-dokumen
pendukungnya oleh Bupati Bangka ke Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bangka pada rapat Paripurna
untuk dibahas, diperiksa dan diteliti serta disetujui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
atas telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka pada rapat Paripurna Pengesahan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 pada tanggal 5 Juni 2024;

¢. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama
antara Bupati Bangka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka telah diperiksa, dievaluasi, dan
disempurnakan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka;




d,

bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ tersebut dintas sesunl dengan ketentuan yang berlaku
perlu  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan

Pimpinan  Dewnn  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangkn,

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsl  Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanann  Pembangunan

Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846),

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6950);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);




10.

8168

12.

13.

14.

15.

16.

17

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan .Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia ’I‘ahu_n
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan- dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

180);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);




Memperhatikan :

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024

g Wilayah Kabupaten Bangka

tentang Rencana Tata Ruan
n Bangka

Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupate
Tahun 2024 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bangka Nomor 1);

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
188.44/446.b/BAPPEDA /2024 tanggal 13 September 2024
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045

MEMUTUSKAN :

Menyetujui penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dengan hasil tidak lanjut

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan Persetujuan
ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten
Bangka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Il Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal ll Oktober 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

WAKIL KETUA SEMENTARA,

,V/

HEN YUNUS

Tembusan :

4
JUMADI

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Bupati Bangka di Sungailiat.




